
Menimban g 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 61 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 aya t (5) Peraturan 
Pemerintah Nom or 12 Tahun 20 17 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
Perencanaan Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerin tahan Da erah tahunan diteta pkan palin g lambat 
akhir bu la n April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan 
masukan dari m en teri teknis/ kepala lembaga pemerintah 
n on kementerian da n kepala daerah; 

b. bahwa berdasarka n pertimbangan sebagaima a dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peratu ran Bupati 
Ta s ikmalaya ten ta ng Peren canaan Pem binaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraa n Pem erin tahan Daerah Tahun 
2024; 

1. Undan g-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daera h Kabu paten dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), 
sebagaimana te1ah diuba h dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undan g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali d iubah terakhir den gan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
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tentang Cipta Kerja menjadi 
Negara Republik Indonesia 
Tambahan Lembaran Negara 
6856); 

Undang-Undang (Lembaran 
Tahun 2023 Nomor 41, 
Republik Indonesia Nomor 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembar an Negara Republik Indon esia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tenta n g Perangka t Daera h (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Nega ra Republik Indon esia Nomor 6402); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 tentang 
Pembinaan dan Pen gawasan Penyelenggaraan Pem erin tah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 6041); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 
(Berita Negara Repu blik In donesia Tanun 2023 Nom or 1218); 

6. Pera tu ran Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembara n Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 
20 16 Nomor 1); 

7 . Peratura n Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pem erintahan Kabupaten Ta sikmalaya 
(Lembaran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

8 . Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2021 tentan g Rencana Pembangun a n Jangka Menengah 
Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 11); 

9 . Peraturan Da erah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susun a n Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7), sebagaimana telah d iubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2021 ten ta n g Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 3); 

10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 
tentang Kedudukan , Susu nan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
TAHUN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Da erah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang m enjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya. 

6. Kebijaka n Pengawa san a dalah perencanaan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun an yang 
meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan 
pengawasan. 

7. Pembinaan Penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah adalah 
usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujuka n untuk 
mewuju dkan tercapainya tujuan penyelen ggaraan 
Pemerintahan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8 . Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah an Daera h adalah 
usaha, tindakan, dan kegiatan yang dituju ka n untuk 
m enjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daera h berjalan 
secara efisien da n efektif sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undanga n. 

9. Pengaduan Ma syarakat adalah laporan dari masyarakat 
m engenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, 
korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakuka n oleh aparat 
pemerintah dan I atau aparat pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, 
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan 
pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga 
danfatau piha k lain yang di dalamnya terdapat 
kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang­
undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan 
hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang. 

11. Pejabat Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan 
Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat 
fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan 
pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan 
pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 
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12. Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah yang 
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Be1anja Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

13. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran 
yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah 
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan 
pihakj pejabat lain yang terkait dengan pengawasan. 

14. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang selanjutnya 
disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau 
nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah 
sebagai pedoman tingkah laku dalam m elaksanakan tugas 
pengawasan. 

15. Standar Audit In tern Pemerinta h Indon esia, yang 
selanjutnya disebu t Standar, adalah kriteria a tau ukuran 
mutu minimal dalam melakukan kegiatan pen ga wasan 
intern. 

Pasa l2 

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penye1en ggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2024 meliputi: 
a. Sasara n Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraan 

Pemerintahan Daerah; 
b. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraan 

Pemerintahan Daerah; dan 
c. Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pen gawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
(2) Sasaran Pembin a an dan Pengawasan Penyelen ggaraan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diarahka n sesu ai den gan tema rencana keIja 
pemerintah tahu n 2024 yaitu mempercepat t ra n sformasi 
ekonomi yang inklu sif da n berkela njutan. 

(3) Fokus Pembinaa n da n Pengawa san Penye1enggaraan 
Pem erintahan Daerah sebaga ima n a d imaksu d pada ayat (1) 
h u ruf b d isusun berbasis pr ioritas da n risiko. 

(4) J adwal pe1aksa n aan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) h u ruf c ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(5) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah 
terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat 
Daerah denga n ruang lingkup : 
a. Pelaksanaan u rusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan da erah ; 
b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang 

bersumber dari APBD; 
c . Penguatan Tata Ke10la Pemerintahan dan Peningkatan 

Integritas; dan 
d . Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah. 
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Pasa13 

Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tah un 2024 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tida k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerinta han Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman dalam 
penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. 

(2) Program Kerja Pengawasa n Tahuna n Inspektorat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ditetapka n dengan 
Keputusan Bupati. 

(3) Program Kerja Pengawasan Tahunan seba gaim ana 
dimaksud pada aya t (2), disusun dengan memperh a tikan 
kesesuain kompetensi jabatan yang dimilik i pejabat 
fungsional auditor dan/ atau pejabat fungsional pen gawas 
penyelenggaraan u rusan pemerintahan daerah. 

Pasal5 

Dalam melaksanaka n p em binaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud, pejabat fu n gsional auditor dan/ a tau pejabat 
fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pem erintahan 
daerah wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode 
etik serta standar pen gawasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal6 

Kepa la Daerah menya mpaikan h asil pelaksan aan Pembinaan 
dan Pen gawasan Penyelen ggaraan Pemerintaha n Daerah Tahun 
2024 sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan. 

Pasa1 7 

Inspektorat Daerah waj ib menyampaikan la pora n atas seluruh 
pelaksanaan kebijakan pen gawasan kepada Bupati sesuai 
ketentuan peraturan perun da n g-unda ngan. 

Pasal8 

Pembiayaan yang diperlukan terkait pelaksanaan kebijakan 
pengawasan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
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Pasal9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kahupaten Tasikmalaya. 

Ditetapkan di Singaparna 
}Dada tanggal, 29 Desemb er 2023 

BERITA DAERAH KABUPATE TASIKM LAYA TAHUN 2023 NOMOR 61 
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LAM PI RAN 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 61 TAHUN 2023 
TENTANG 
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024. 

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH 
TERHADAP PERANGKAT DAERAH 

Pembin aan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah 
dilakuka n oleh Inspektorat Daerah den gan ruang lingkup: 
1. Pela ksanaan u rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

P aksanaan pembinaan dan pengawa san urusan pemerintahan yang m enjadi 
kewen angan daerah dilakukan terh a dap program, kegiatan dan sub k egiatan 
yang tercantum dalam Rencan a Pembanguna n Jangka Menengah Daerah 
dan I a tau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran 
prioritas daera h yang m emiliki r isiko tinggi dan daya ungkit untuk 
men in gka tkan pertumbuhan daerah, seperti: 
a. Pengendalian inflasi daerah; 
b. Kemiskin a n dan kemiskinan ekstrem ; 
c. Tin gkat pengangguran terbuka ; 
d. Inves tasi dan pelayanan publik; dan/atau 
e. Pen anganan stunting. 
Pelaksanaan pem bin aan dan pengawa san urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dilakukan dala m bentuk: 
a. Pemeriksa an ketaa tan terhada p ketentua n peratu ran perundang­

u ndangan termasuk ketaatan pelaksanaan norm a , standar, prosedur dan 
kriteria yang ditetapkan oleh pem erintah pusat, danl atau 

b. Pem eriksaan Kinerja . 

2. Akuntabilitas pen gelolaan keuangan daerah yang bersu mber dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. 
a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan 

daerah. 

No Sasaran 
1. Meningkatnya kualitas 

Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) 

Fokus 
a. Pen gujian atas kesesuain 

rancangan akhir rencana kerja 
pemerintah daerah dengan 
peraturan tentang rencana 
pembangunan jangka menengah 
daerah; 

b. Pengujian atas penyusunan 
subtansi antar bab pada rancangan 
akhir rencana kerja pemerintah 
daerah; dan 

c. Pengujian atas kesesuaian 
indikator dan target kinerja dengan 
program kegiatan dan sub kegiatan 
dalam rancangan akhir rencana 
kerja pemerintah daerah. 



2. Meningkatnya kualitas 
Rencana Kerja Perangkat 
Daerah (Renja PD) 

3 . Meningkatnya kualitas 
Kebijakan Umum 
Anggaran dan Prioritas 
Plafon Anggaran 
Sem entara (KUA-PPAS). 

4. Meningkatnya kualitas 
Rencana Kerja An ggaran 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (RKA-SKPD) 

5. Meningkatnya akurasi 
pengalokasian dan 
ketepatan waktu 
penyaluran Dana Alokasi 
Khusus (DAK) 
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a. Pengujian atas kesesuaian 
rancangan akhir rencana kerja 
perangkat daerah dengan rencana 
kerja pemerintah daerah. 

b. Pengujian atas penyusunan 
subtansi antar bab pada rancangan 
akhir rencana kerja perangkat 
daerah; dan 

c. Pengujian atas kesesuaian 
ind ikator dan target kinerja dengan 
program, kegiatan dan sub 
kegiatan dalam rancangan akhir 
rencana kerja perangkat daerah. 

a. Pengujian konsistensi/ kese1arasan 
rancangan kebijakan umum 
anggaran dan prioritas plafon 
anggaran semen tara dengan 
peraturan kepala daerah tentang 
rencana kerja perangkat d aerah; 

b. Pengujian kaidah penganggaran 
dalam kebijakan umum a nggaran 
dan prioritas plafon a nggaran 
sementa ra meliput i: 
1) Pendapatan daerah; 
2) Belanja daerah; dan 
3) Pembiayaan daerah. 

a . Pengujian konsistensi/ keselarasan 
rencan a keIja anggara n satuan 
kerja perangka t daerah dengan 
kebijakan umum angga ran dan 
prioritas plafon anggaran 
semen tara dan peratu ran kepala 
daerah tentang ren cana kerja 
perangkat d a erah; 

b. Pengujian kaidah penganggaran 
dalam rencana kerja anggaran 
satua n kerja perangkat daerah, 
meliputi: 
a) Pendapatan daerah; 
b) Belanja daerah; dan 
c) Pembiayaan daerah, 
Dengan indikator dan target kinerja 
yang te1ah ditetapkan dalam 
peraturan kepala daerah tentang 
rencana kerja perangkat daerah. 

Pengujian terhadap laporan realisasi 
penyerapan dana dan capaian keluaran 
(output) kegiatan DAK Fisik per jenis 
bidang/ sub bidang 
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b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

No Sasaran 
1. Meningkatnya 

Akuntabilitas Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

2. Meningkatnya 
Akuntabilitas Penge10laan 
Be1anja Daerah 

3 . Meningka tnya 
Akuntabilitas Pengelolaan 
Pembiayaan Daerah 

4 . Meningkatnya Kualitas 
Pengelolaan Kas dan 
Persediaan 

5. Meningkatnya kualitas 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

Fokus 
a. Akuntabilitas pelaksanaan 

pemungutan mulai dari 
penghimpunan data objek dan 
subjek pajak atau retribusi yang 
terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak atau retribusi 
kepada wajib pajak atau wajib 
retribusi serta pengawasan 
penyetoran; 

b. Kepatuha n Pemerintah Daerah 
untu k menga lokasikan Pendapatan 
Pajak dan Retribusi Daerah untuk 
belanja daerah; 

c. Kesesuaian pembayaran insentif 
pemungut pajak dengan ketentuan 
perun dang-undangan;dan 

d. Penagihan piutang daerah. 

a. Akuntabilitas Pelaksanaan 
Pengelola Belanja sesual dengan 
urusan yang telah menjadi 
kewenangannya danl a tau telah 
m emiliki dasar hukum yang 
melandasinya ; 

b. Akuntabilitas be1anja yang memiliki 
potensi risiko korupsi yait 
1) Hiba h dan ban tuan sosia l; 
2) Pengadaan ba rang dan jasa; dan 
3) Perjalanan Dina s . 

Pengelolaan penyertaa n m odal daerah 
sesual dengan peratura n perundang­
unda ngan. 

a. Sis tem pengendalian intern dalam 
pelaksanaa n anggaran pendapatan 
dan be1anja daerah; 

b . Pengelolaan Deposito; 
c. Pengelolaan persediaan; dan 
d. Administrasi pencatatan kas di 

bendahara bantuan operasional 
sekolah. 

a. Perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran; 

b. Penggunaan; 
c. Pemanfaatan; 
d. Pengamanan dan pemeliharaan; 

dan 
e. Pemindahtanganan 



c. Reviu Laporan Keuangan 

No Sasaran 
l. LaporanKeuangan 

d . Kegiatan Pengawasan Lainnya 

No. Sasaran 
1. Meningkatnya kualitas 

pengadaan barang dan 
jasa yang memiliki nilai 
signifikan dan strategis 

2. Tersedianya Laporan 
Kinerja yang memadai dan 
berkualitas 

3. Tersedianya Laporan 
Penyelengggaraan 
Pemerintah Daerah yang 
memadai dan berkualitas 

4 . Tersedianya layanan 
Perhitungan Kerugian 
Keu angan Daerah 

5. Tersedia nya Perencanaan 
dan Penganggaran yang 
Berbasis Gender 
(responsive gender) 
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Fokus 
Memberikan keyakinan secara terbatas 
atas laporan keuangan bahwa tidak ada 
modifikasi material yang harus 
dilakukan atas laporan keuangan 
disajikan berdasarkan system 
pengendalian intern yang memadai dan 
sesual dengan standar akuntansi 
pemerintah khususnya terhadap 
penge101aan kas daerah, persediaan 
dan pencatatan p iu tang 

Fokus 
Probity Audit terhadap Pengadaan 
Barang dan j asa yang memiliki nilai 
signifikan dan strategis 

Memberikan keyakinan secara terbatas 
atas Lapora n Kinerja bahwa laporan 
kinerja telah menyajikan in formasi 
kinerja yang andal, akurat dan 
berkualitas. 

Memberikan keyakinan m engenai 
akurasi, keandalan, dan keabsahan 
informasi kinerja dalam laporan 
penye1enggaraan pem erintah daerah 

Kasus Kerugian Negara yang 
dilimpahkan oleh a parat penegak 
hukum untuk dilakukan perhitungan 
kerugian keuangan negara j daerah. 

Menyakinkan perencan aan 
penganggaran daerah 
mempertim bangkan isu gender. 

dan 
telah 

6. Meningkatnya kualitas a. Efektivitas pengelolaan keuangan 
penge101aan keuangan desa daerah kabupatenjkota; 
desa b. Penge101aan keuangan dan aset 

desa; 
c. Penge101aan keuangan badan usaha 

milik desa; 
d. Konsistensi rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja desa 
dengan rencana kerja pemerintahan 
desa; 

e. Kualitas be1anja desa; 
f. Pengadaan barang dan jasa di desa; 

dan 
g. Pemantauan atas penyaluran dan 

transfer ke desa dan capruan 
keluaran desa 
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7. Terselenggaranya a . Pengumpulan data; 
pendampingan penerapan b. Perhitungan kebutuhan pemenuhan 
Standar Pelayanan pelayanan dasar; 
Minimal. c. Penyusunan rencana pemenuhan 

pelayanan dasar; dan 
d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan 

dasar. 

8. Meningkatnya kualitas Pengadaan barang dan jasa melalui 
pengadaan barang dan E-Purchasing 
jasa 

3. Penguatan Ta ta Kelola Pemerin tahan dan Peningkatan Integritas 

No 
1. 

2 . 

Sasaran Fokus 
Meningkatnya kepatuhan Monitoring Kepatuhan dan ketetapan 

LHKPN dan 
menyampaikan 

pelaporan LHKPN dan LHKAN waktu wajib lapor 

Terselenggaranya 
penyelenggaraan pemerintahan 
bebas gratifikasi 

LHKASN dalam 
laporan kekayaan 

Optimalisasi tugas dan fu n gsi unit 
pengendalian gra tifika si berdasarkan 
kebijakan komisi pemberantasan 
korupsi meliputi: 
a. Penanganan lapora n pen erimaan 

/ penolakan gratifikasi dari pegawai 
negen dan/ atau penyelenggara 
n egara ; 

b . Implem entasi program 
pengen dalia n gra tifikasi m eliputi: 
1) Pre-Implemen tasi: 

a) Perolehan komitmen 
pimpinan ins tansi; 

b) Penyusunan 
ketentuan/ kebijakan 
pengen dalian gratifikasi; 

c) Pembentu kan unit 
pengendalian gra tifikasi; dan 

d) Pendaftara n akun gratifikasi 
online u nit pengelola 
gratifikasi Instansi. 

2) Implementasi: 
a) Penyusunan rencana kerja 

implementasi program 
pengendalian gratifikasi; 

b) Diseminasi 
keten tuan / ke bijakan 
pengendalian gratifikasi; 

c) Indentifikasi dan analisis 
risiko penerimaan gratifikasi; 
dan 

d) Respon/penan ganan risiko 
penerimaan gratifikasi. 

3) Pasca Implementasi: 
a) Monitoring dan evaluasi 

implementasi program 
pengendalian gratifikasi; dan 
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b) Tindak lanjut hasil 
monitoring dan evaluasi 
implementasi program 
pengendalian gratifikasi. 

3. Capaian Nilai Survei Penilaian a. Dukungan pemerintah daerah 
Integritas (SPI) dalam pelaksanaan survei penilaian 

integritas; dan 
b. Pendampingan tindak lanjut hasil 

survei penilaian integritas kepada 
perangkat daera h . 

4. Capaian nilai pelaksanaan Menyakinkan data ya n g tertuang 

5. 

6. 

7. 

reform asi birokrasi dalam dokumen mandiri pelaksanaan 

Optimalisasi pembangunan 
reformasi birokrasi 

Capaian aksi pencegahan 
korupsi yang dikoordinasikan 
oleh strategi n asional 
pencegahan korupsi (Stranas 
PK) 

Capaian aksi koordinasi dan 
supervisi pencegahan korupsi 
terintegrasi yang 
dikoordinasikan komisi 
pemeberantasan korupsi. 

pelaksanaan reformasi b irokrasi 
akurat dan relevan d engan 
pelaksanaan reformasi bir okrasi 
melalui penilaian mandiri pelaks a naan 
reformasi birokrasi. 

Pendampingan kepada perangkat 
daerah untuk membangun su b area 
penguatan pengawasan, melipu ti: 
a. Sistem pengendalian intern 

pemerintah; 
b. Pengelolaan Whistle blowing System 

(WBS); 
c. Kapabilitas Aparat Pengawa s Intern 

Pemerin tah; 
d. Penilaia n Interna l Zona Integritas; 
e. Penangan an Bentu ran Kepentingan; 
f. Penanganan Laporan Pengaduan. 

Ketepatan waktu dan kehandalan 
laporan ata s pelaksan a a n aksi 
pencegahan korupsi yang 
dikoordinasikan oleh t im nasional 
pencegahan korupsi, m eliputi: 
a. Percepatan implementasi kebijakan 

satu peta; 
b.lntegras i perencanaan dan 

penganggaran berbasis elektonik; 
dan 

c . Implementasi elektronik payment 
dan elektronik catalog. 

Ketepatan waktu dan kehandalan 
laporan atas pelaksanaan aksi 
pencegahan dan penindakan korupsi 
terin tegrasi yang dikoordinasikan oleh 
komisi pemberantasan korupsi, 
meliputi: 
a. Perencanaan dan penganggaran 

anggaran pendapatan dan belanja 
daerah; 

b . Pengadaan barang dan jasa; 
c. Pelayanan terpadu satu pintu; 
d.Aparat pengawas intern pemerintah; 
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e . Manajemen Aparatur Sipil Negara; 
f. Oftimalisasi Pajak Daerah; 
g. Manajemen aset daerah; dan 
h. Tata kelola desa. 

8. Terselenggaranya 
pemerintahan daerah 
pungutan liar 

Menyakinkan pelayanan publik di 
bebas masing-masing pemerintah daerah 

telah bersih dari pungutan liar. 

9. Meningkatnya 
penanganan 
masyarakat 

kualitas Pena nganan pengaduan yang terkait: 
pengaduan a. Penyalahgunaan wewenang; 

10 . Meningkatnya kualitas 
enanganan 

laporan/ pengaduan 
m asyarakat yang berindikas i 
korupsi. 

11. Capaian tindak la nju t h asil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) serta tindak 
lanjut h asil pemeriksaan 
aparat pengawas intern 
pem erintah. 

b. Harnba tan dalarn pelayanan 
masyarakat; 

c . Indikasi korupsi, kolusi dan 
n epotisme; dan/ atau 

d. Pelanggaran disiplin pegawai. 

a. Penanganan penga duan 
m asyarakat yang berin dikasi 
korupsi telah mengacu pada 
perjanjian kerja sarna antara aparat 
pengawas internal pemerintah 
dengan aparat penegak hukum; 
da n 

b. Perhitungan kerugian keuangan 
n ega ra/ daerah. 

Mon itoring da n evaluasi penyelesaian 
temuan pemeriksaan BPK dan APIP 
ya ng berlarut-Iarut. 

4. Peningka tan Ka pabilitas Aparat Pen gawas In tern Pemerintah 

No. Sasara n Fokus 
1. Kapa bilita s aparat pengawas Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) 

2. 

intern pemerintah level 3 elemen yaitu: 

Meningkatnya nilai maturitas 
Sistem Pengendalian In ternal 
Pemerintah (SPIP) 

a. Peran dan layanan aparat 
pengawas intern pemerintah; 

b . Pengelolaan sum ber daya manusia; 
c. Praktik professional; 
d. Akuntabilitas dan mana.Jemen 

kinerja; 
e. Budaya dan hubungan organisasi; 

dan 
f. Struktur tata kelola. 

Quality assurance keandalan 
pelaksanaan system pengendalian 
in ternal pemerin tah dilingkungan 
pemerintah daerah yaitu: 
a. Lingkungan pengendalian; 
b. Penilaian risiko; 
c . Kegiatan pengendalian; 
d. Informasi dan komunikasi; dan 
e . Pemantauan pengendalian intern. 
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3 . Meningkatnya 
manajemen risiko 

penerapan Asistensi penerapan manajemen risiko 
indeks, yaitu: 

4 . Terselenggaranya pendidika n 
p rofesional berkelanjutan 
minimal 120 (seratus du a 
puluh) jam per tahun 

a. Infrastruktur 
1) Kepen tingan 
2) S trategi dan Kebijakan 

manajemen 
3) Sumber Daya Manusia 
4) Kemitraan; dan 
5) Proses mana'em en risiko 

b . Hasil 
1) Aktivitas penan ga nan risiko; dan 
2) Ou tcom es 

Pe1aksanaan Pendidika n dan 
pelatihan/bimbingan teknis terka i : 
a. Pengawasan pelayanan publik; 
b. Pengawasan Badan Usaha Milik 

Daera h (BUMD); 
c. Pengawasan keu angan daera , 
d. Audit kinerja; 
e. Peren canaan dan pen gawasan 

berbasis risiko; 
f . Pemeriksaan penge olaan keuangan 

d esa; 
g. Audit investigasi; 
h. Pemeriksaan penerapan standar 

pe1ayan an min imal; 
1. Certified Government Chief Audit 

Executive (CGCAE); dan 
J. Pendi ikan sertifikasi d i bidang 

pengawa san lainnya. 

BUPA'f.I TASIKMALAYA, 


